PUTUSAN

Nomor 0461/Pdt.G/2016/PA.Bm

ShEE s
B o = 3 4 =
" LA T —

= KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

&

“eradilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada
e ce=ma dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat
—
==z Mujrawati binti Mansyur, umur 26 tahun, agama kstam, pekerjaan

Mengurus rumsh tanags, tempat tinggal di RT.004 RW, 002 Kelursthan
Panggi Kecamaltan Mpunda Kota Bima | sebagai Penggugat;
melawan
=s=i=ng Suprianto bin Sudirman, umur 32 tabun, agama islam, pekeraan Ojek,
tempat tinggal di RT.004 RW, 002 Kelurashan Penaraga Kecamatan
Raba Kota Bima, sebagai Tergugat;
—=acean Agama tersehit
T==h mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
T==h mendengar Keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;
DUDUK PERKARA
==hwa Penggugat dalam surat permohonannya tanggal 04 April 2018 telah
—=censcn quaatan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan
~—== Zar= dengan Momor 0461/Pdt.G/2018/FABEm tanggal 04 April 2016 dengan
==V s=haoni barikut
S=res pada tanagal 01 Mei 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan
s=mikaian yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
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S==rafan Mpundsa Kota Bima berdasarkan Kutipan Akta Nikah Momor : 91/ 02 /

¢ 1 2011 tanggal 02 Mei 2011) ;
=wa, sefelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat
rooal di rumah keluarga Penogugat selama 5 tshun ;. Selama pemikahan
===but Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya
sami steri dan dikamuniai 1 orang anak bemama ;| Muhammad Agila Ramadhan
L1 umuir 4 tabhun lehik

==wa, kurang lebih sajak April 2015 antara Penggugat dengan Temgugat temns-
menerus terjadi perselsihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup
rukun lagi dalam nimah tangga disebabkan antara lain

2 Tergugat malas mencari naflah ;

5. Tergugat suka melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) ;

Bahwa, puncak keretakan rumah tanoga antara Penggugat dengan Temugat
tersebut terjadi kurang lebih pada Maret 2016 yang akibatnya Tergugat pemi
meninggalkan kediaman bersama, dan tinggal dirumah orang tua Temugat, sejak
itu pula antara Penggugat dan Temugat sudah pisah tempat tinogal sampai
sekarang. Selama itu Tergugal sudah lidak memperdulikan Penggugat, tidak ada
lagi hubungan kahir maupun batin sampai sekarang;

Babwa. Penggugat dengan Termgugat sudah pemnah diupaya damaikan oleh
keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;

Bahwa, dengan kejadian tersebut rumsh tangga antara Penggugat dengan
Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk
membentuk rumah tangga vang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit
dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar
noma hukum dan nonma agama maka perceraian merupakan alternatif terakbie
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=J Penggugat untuk menyelesaikan pemmasalahan antara Penggugat dengan
T=Eoucat;
==—zsarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan

== Bima memeriksa dan mengadili parkara ini, selanjutnya menjatubkan putusan
&= = amya barbunyi
—=iam Petitum
s Frimer:

T Mengabulkan gugatan Penggugat;
kenjatuhkan takak satu Bain Sugra Tergugat {Bambang Suprianto bin Sudirman)
Terhadap Penggugat (Endang Mujrawati binti Mansyur);

Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku

i

SUBSIDAIR
Can atau menjatuhkan putusan lin yang seadiladinya berdasarkan
rertimbangan Majels Hakim
Bahwa pada han dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang
—enghadap ke muka sidang, sedangkan Temgugat tidak datang menghadap ke muka
=m=ng dan tidak menyuruh orang lain menghadan sebagal wakilkuasa hukumnys
—esxipun ftelah dipanggil secera resmi yang relaas  panggilannya  Nomor
=51 /PdLGR2018/PA Bm tanggal 12 April 2016 dan 18 April 2016 dibacakan di dalam
==, femyata lidak hadir di persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tanpa
E=s=n yang sah;
Bahwa majelis hakim telah menasehati Penogugat agar bempikir untuk tidak
“=—==i dengan Temugat, tetapi Penogugat fetap pada dalil-dalil permohonannya

ok tercerai dengan Temgugat;
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dahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pemah datang

~=oadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai

=me=riksaan dengan membacakan surat permohonan Penggugat yang maksud dan

‘=me= t=tap dipertahankan oleh Penogugat:

Sahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat felah mengajukan

===t bukti berupa :

i Surat:

F‘-J

Sual Keterangan Domisili Nomor 471/233/V/Kel Pangif2016  vang
dikeluarkan oleh Lurah Panggi Kecamatan Mpunda Kota Bima, yang
dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bima tanggal 18 Maret 2018, Bukti
surat telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang
ternyata sesuai. Oleh Ketua Majelis diberi kade (P.1);

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 91 /02 1V / 2011, tanggal 02 Mei 2011
yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mpunda Kota Bima.
Bukti surat telah diberi meterai cukup dan telah dicocolkkan dengan aslinya

yang temyata sesuai. Oleh Ketua Majelis diberi kode (P.2);

2 Saksi

Nama Nursa'adah binti Syamsuddin, Urmur 27 tahun, Agama Islam, Pekerjaan
Urusan Rumsh Tangga, Termpat Kediaman d Rt.004 Rw.002, Saksi menerandgkan
Sehwa ia mengaku sebagai tetangga Penggugat dan Tergugat, di bawah
sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa saksi kemal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi
beretanooa
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
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- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1

{zatl) orang anak |

- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering
bertengkar;

- Bahwa Temugat yang malas mencari nafkah dan suka menganiaya
FPenggugat serta dan  tidak menjamin nafkah [(ahir maupun  batin
Penggugat;

Batwa Penggugat dan Tergugat sudah pisabh tempat tinggal lebih 1 {satu)
bulan dan Tergugat yang meninggalkan kediaman bersamas;

- Bahwa atas kejadian tersebut diatas Penggugat telah di nasehati oleh saksi,
dan keluarga namin tidak berhasil |

2. Nama Rafnah binti H. Sene,Umur 30 tahun, Agama Isiam, Pekerjaan Urusan

Rumah Tangga, Tempat Kediaman di Rt.004 Rw. 002 Kelurahan Panogi

Kecamatan Mpunda Kota Bima, Saksi menerangkan babwa ia mengaku sebaaai

tefangga Penggugat dan Tergugat, di bawah sumpahnya memberikan

keterangan sebagai berikut :

- Bahwa s=aksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi
bertetangga |

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;

- Bahwa setelah menikah Penoougat dengan Tergugat telah  dikananiai 1
{=atu) orang anak ;

- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dengan Temgugat. sering
bertengkar;

- Bahwa Tergugal yang malas mencari nafkah dan suka menyilksa Penggugat
dan tidak menjamin nafkah kahir maupun batin Penggugat;
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==wa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih 1 (satu)
sfan dan Tergugat yang meninggalkan kediaman bersama;

Z=fwa alas kejadian tersebut diatas Penggugat telah di nasehati oleh saksi,
dan keluarga namun tidak berhasil ;

EF{uMw untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal vang termuat
== Teniz acars sidang ini merupakan bagian yang tidak terpizsabkan dari putusan ini
PERTIMEANGAN HUKUM

Wenimbang, bahwa maksud dan  tujuan gugatan Penggugat adalah
=casimana terurai di atas,

Menimbang, bahwa termnyata Tergugat, meskipun dipanogil secara resmi dan
== ftidak datang menghadap di muka sidang dan ketidakhadirannya itu tidak
S==tabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan
=t=oi tidak datang menghadan harss dinyatakan tidak hadir dan permohonan
===but hanus diperiksa secara varstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat
Si=tuhkan tanpa hadimya Tergugat (verstek);

ienimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) REBg yaitu
sotusan yang dijatuhkan tanpa hadimya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang
semasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penagugat
ot membuktikan dalil-dalil gugatannys;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 dan 2 Penggugat telzh
mercajukan alat bukti surat P4, P2 serta 2 (dua) orang saksi: |

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang telah dibuktikan

==n bukti P.1 yang bemmeterai cukup, dan cocok dengan aslinya serta keterangan
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i di persidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah
== Negam yang f{ematat secara Administrasi | Penduduk  vang
=nomaili/berternpat tinggal di wilayah Hukum Pengaditan Agama Bima dan lagi pula
=z=ra ini termasuk sengheta dibidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh
“encHundang Nomor 1 tahun 1874 tentang perkawinan karena itu Majelis Hakim
=—endapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bima
=cacaimana yang dimaksud aleh Pasal 04 Ayat (1) dan Pasal 48 Ayat (1) huruf {a) dan
===l 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama
=ragaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 03 tahun 2006 dan
serubahan kedua dengan Undang-undang Momor 50 tahun 2005;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil qugatan Penaguaat vang telah dibuktikan
Z=ngan bukti P.2 yang barmeterai cukup dan cocok dengan asiinya dan saksi-saksi di
eemsidangan maka telah terbukti babwa Penggugat dan Tergugat adaleh pasangan
=i istri sah yang telah menikah menurut ketentuan Hukum Islam dan perundang-
undangan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 2 Undang-undang
omor 1 tahun 1874 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Momor 8 tahun 1575 jo
Fasal 4 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam sural gugatannya mendalikan babwa
=varm Penggugat dan Temugat sering terjadi perselisihan dan pertengharan
f=sbabkan olkeh Temugat vang malas mencari nafkah, suka melakukan kekerzsan
Zzam mumah tangga dan puncaknya pada Maret 20168, Tergugat telah pergi
meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang;

Menimbang bahwa pihak orang tua maupun keluarga telah bEFI-JpayE

—=damaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, sehingga Penggugat
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===a menderita lahir bathin dan merasa bahwa rumah tangganya sudah tidak dapat
Se=tahankan lagi;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak
memberikan jawaban karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya tersebut Pengquagat
=2h menghadirkan saksi-saksi yang mana dibawah sumpahnya tetah memberikan
=t=rangan yang pada pokoknya menguatkan alasan perceraian sebagaimana yang
Sdalilkan oleh Penagugat, keterangan mana antara saksi yang satu dengan saksi yang
=nnya saling mendukung dan saling bersesuaian, sehingga majelis hakim berpendapat
sahwa kesaksian para saksi tersebut baik secara formil maupun secara materil dapat
diterima dan dijadikan sehaaai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, maka telah
ditemukan fakta-fakta yang menunjukan adanya keretakan rumah tangga antara
Penogugat dan Temguaat sehagai berikut -

a. Tergugat malas mencari nafiah ;
b. Tergugat suka melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) -

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta terssbut diatas, maka patut
diduga bahwa tujuan perkawinan adatah untuk membenfuk keluama yang bahagia dan
kekal serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan
rahah sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-undang Nemor 1 tahun 1974
jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat dicapai lagi oleh Penggugat dan
Tergugat sehingga majelis hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga kedua
belah pihak sudsh tidak dapat dipertahankan laai;

Menimbang, bahwa tugas Pengadilan dalam perkara ini adalah untuk mencari
apakah kedua belah pihak masih memungkinkan untuk didamaikan lag atau tidak,
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sukan untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah atau untuk mencari siapa
renyebab terjadinya persalisihan dan pertengkaran dalam rumah tanogs kedua belah
oihak sebab kalaupun hal tersebut ditemukan di persidangan namun kedua belah
sihak tetap tidak bisa didamaikan lagi, maka Pengadilan dapat menyimpulkan bahwa
wondisi rleah tangoa keduanya benar-benar sudah retak, dan hati keduanya sudah
tidak menyatu lagi;

Menimbang, bahwa ikatan pemikahan tidak hanya terbates pada hubungan
fisik dan maleri akan tetapi lebih menitik beratkan pada ikatan bathin atau jiwa yang
mendalam yang terhujam dalam kaibu/hati sanubari sebagaimana yang ditekankan
oleh Allah SWT QS. Ar Rum Ayat 21
vang artinya . “Dan diantara fanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan

untukmu  istr-istd  dan jenismu  sendin, supaya kamu
cenderung dan merasa tenfram kepadanya, dan dijadikan-
Nya dianfararmui rasa kasth dan sayang. Sesungguhnya pada
yang demikian itu benar-benar terdapat landa-tanda bagi
kaum yang berfikir".
Parkawinan bukanlah suatu tindakan iseng melainkan suatu upaya untuk mewujudkan
rumah tangga sakinah, mawaddah, waratimah dan bahkan lebih jauh lagi Al-Quran
menitik beratkan lekatnya hubungan ikatan jiwa antara suami itri harus sampai pada
terciptamya kehammonisan dan apabila katan jiwa antara suami istri sudah sirma atau
sudah tidak ada lagi, maka sebenamya perkawinan tersebut sudah rapuh dan sudah
tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa sebagai bukti rumah tangga kedua belah pihak s;udaﬁ ticak

ada lagi ikatan bathinfikatan jiwa adalah ditandai dengan pisah tempat tinggal sejak

Maret 2016;
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Menimbang, bahwa upaya-Upaya yang telsh dilakukan oleh keluarga, tokoh
masyarakat dan majelis hakim sendin s2lama proses persidangan tidak membuahkan
hasil atau dengan Katakata [ain fidak menggoyahkan keinginan Penggugat
menceraikan Tergugat itu juga pertanda babwa ikatan bathin/ikatan jiwa kedua belah
pihak sudgh kemah sekali;

Menimbang, bahwa ditinjau dari seqi penyelesaian masaiah maka perceraian
merupakan satusatunya altermatif lerbaik bagi Penggugat dan Tergugat untuk
mengakhiri persoatan rumah tangganya, sebab jika rumah tangga keduanva tetap
dipaksakan untuk dipertahankan, malsh justru skan menimbulkan dampak
negatif/mudharat yang kebih besar;

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974
menyebutkan bahwa "unfuk mefakukan perceraian harus ada cukup alasan
bahwa antara suami istd itu tidak akan higup rukun sebagai suami isin” jo Pasal
18 huruf (f) Peraturan Pemearintah Nomaor 8 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf {f) Kompilasi
Hukum [skam;

WMenimbang, bahwa pada prinsipnya perkawinan bertujuan untuk membentuk
rumah tanaga vang bahagia dan kekal serta untuk mewujudkan keluarga yang sakinah,
mawaddah dan warahmah sebagaimana dikehendaki Undang-Undang Perkawinan
maupun Kompilasi Hukum kslam, namun kondisi rumah tangga Penggugat dan
Tergugat justru sebaliknya telah lari dar prirsip-prinsip tersebut  diatas, oleh
karenanya Pengadilan berpendapat bahwa perceraian adalah jalan terbaik unfuk
mengakhiri sengketa rumah tangga yang berkepanjangan dan menghindan timbulnya
mudharat vang lebih besar lagi bagi kedua belah pihak, hal lain ssjalan cléngan
pendapat ulama (Sayyid Sabik) yang termuat dalam Kitab Figh As Sunnah Juz [l
halarman 200 yang berbunyi,

LTal T8 Aol 12 hal satiioan Rlassae AAA 1D SSPMNPAT A Roa
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SHnya “‘Maka apabila gugalan ister telah pasti dan penderitaan isterf
rmenyebabkan fa tidak mampu memikulnya dan Hakim fidak dapat
mendamalikan suami isterl maks Hakim diperkenankan menjatuhkan
Thalak bain Suami ferhadap Ister™

animbang, bahwa Penggugat sudah sangat membenei suaminya dan satu-
=funya jalan adatah dengan perceraian, maka Majelis Hakim perlu mengetengahkan
zendapat Ulama Islam yang termuat dalam Figh lslam sebagaimana yvang terdapat
“alam kitab Ghayatu! Marom sehagsi berikut ;

el Tk e B A D Sl aaeil

Artinya ; Seorang istn mempunyal hak untuk menggugat kepada Pengadilan

zgar menceraikan terhadap suaminya fika ja berpendapat suami tafah berbuat

memudharotkan dirinya.

Menimbang, bahwa Mejelis Hakim sangat sependapat dengan pendapat Ulama
slam tersehut diatas, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pendapat tersabul
menjadi pendapat sendiri dalam memutuskan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil yang disampaikan cleh Penogugat
telah terbukti dan alasan-alasan vang diajukan oleh Pengguoat tidak bertentangan
dengan ketentuan hukum, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat
menurut hukum dapat dibenarkan sesuai ketentuan Pasal 38 ayat (2) Undang-undang
Nomor 1 tabun 1974 Jo Pasal 19 () Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1975 Jo
Pazal 116 huruf {f) Kornpilasi hukum ksam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun
1580 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Bima diperintahkan untuk

mengirimikan salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan

Hal 11 dan 13 hal putusan Nomor 0461/Pdt. G201 6P A.Bm

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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“=gugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat

s=kawinan Penggugat dan Tergugat ditangsungkan;

Menimbang, hahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan,

==ka berdasarkan Pasal B9 ayat (1) Undang-undang Momor 7 tahun 1989

Tentang 'Feradiian Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang

somor 3 tahun 2008, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Momaor 50

=hun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan

Aukum lslam yang berkaitan dengan perkara ini,

MENGADILI

Menyatakan Tergugat vang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

menghadap sidang, tidak hadir;

2. Mengabukangugatan Penggugat secara verstek:

3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat ({Bambang Supriante bin
Sudirman} Terhadap Penggugat (Endang Mujrawati binti Mansyur);

4, Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan
salinan putusan wang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai
Pencatat Mikah (PPN} Kantor Urusan Agama Kecamatan Mpunda Kota
Bima dan kepada Pegawai Pencatat Mikah (PPN} Kantor Urusan Agama
Kecamatan Raba Kota Bima untuk dicatat perceraian tersebut dalam daftar
yang disediakan untuk itu;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini
sejumlah Rp. 301.000 - (Tiga ratus satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang

dilangsungkan pada hari Senin tanggal 25 April 20168 Masehi, bertepatan
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=ngan tanggal 17 Rajab 1437 Hijriah, oleh kami Mulyadi, 5.Ag sebagai
“=ua Majelis, dan Drs. Rustam dan Drs. Agus Mubarck masing-masing
=%=gai Hakim Anggota, putusan mana pada har itu juga diucapkan dalam
=Zang terbuka untuk umum oleh Ketua Maijelis tersebut dengan didampingi
“=h Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra, Nurhayati sebagai Panitera
==ngganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

nggota, y Ketua Maijelis,
P A GETER M |

0
,«" ETP#IIII'"”IH
rs! Rustam Mulyadi, S.Ag

i TPEL - .-"
%?;4 3PS
L B
‘-‘{7/ 600

Drs/ Agus Mubarok Panitera Pengganti,

!
Dra. Nurhayati
Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran F Rp. 30.000. -

2. Proses ! Rp. 50.000,-
3. Panaggilan : Rp.  210.0000.-
4. Redaksi ; Rp. 5.000 -

5. Meterai : Rp. 6.000,-
Jumiah Rp. 301.000,-
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